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DPRD K araw ang, D anu 
Hamidi kepada awak m e
dia m engakui, sejauh ini 
DPRD K araw ang belum  
mendapat informasi Pera- 
turan Bupati (Perbup) ten- 
tang Pelaksanaan Pilkades 
di tengah wabah covid-19 
telah rampung.

Ia m e n d e sa k  P em kab  
Karawang khususnya ke
pada Asda I, Bagian Pemer- 
intahaan, Bagian Hukum, 
serta Dinas Pemberdayaan 
M a sy a ra k a t d a n  D esa  
(DPMD) agar segera me- 
nyelesaikannya. "Perbup 
Penyelenggaraan Pilkades 
2021 ini segera diselesaikan, 
m engingat p e lak san aan  
Pilkades kan kurang lebih 
satu bulan lagi. Jangan sam- 
pai sosialisasi berkaitan  
ten tang  Pilkades ini bisa 
terhambat," ungkap Danu 
kepada awak m edia, ke- 
marin.

Meski dem ikian, ia pun 
memahami kehatian-hatian 
Pemkab Karawang dalam 
membuat Perbup Pilkades 
177 D esa yang  d ilan g - 
sungkan di tengah  pan- 
demi. Apalagi semua aturan 
teknis, kata dia, tak boleh 
bertentangan dengan Pera- 
turan Mentri Dalam Negeri 
(Perm endagri) nom or 72 
tahun 2020 terkait protokol 
kesehatan, term asuk soal 
TPS yang tk boleh melebihi 
500 pemilih. Artinya, mem- 
buka opsi banyak TPS per 
desa yang m elaksanakan 
Pilkades.

"Sehingga dengan adan- 
ya Perm endagri tersebu t 
disesuaikan bahwa pelak
sanaan Pilkades itu tidak 
boleh lebih dari 500 orang 
dalam setiap TPS (Tempat 
Pemungutan Suara) " ujarn- 
ya.

Tak hanya soal regulasi,

Danu juga m engingatkan 
agar Pem kab K araw ang 
segera mencairkan anggaran 
pilkades yang akan diguna- 
kan oleh panita pemilihan 
tiap desa (panitia sebelas) 
yang sejauh ini tak kunjung 
cair.

"Selain perbup Pemerin- 
tah Kabupaten Karawang 
juga kami harapkan untuk 
permasalahan pembiayaan, 
agar segera dicairkan sesuai 
dengan tahapan juga kebu- 
tuhannya," tukasnya.

Sebelumnya, Sejak diben- 
tuk dan dilantik pada No
vem ber 2020 lalu. Panitia 
Pilkades 177 desa di Kabu
paten Karawang, harus me- 
nelan pil pahit di awal masa 
kerjanya. Pasalnya, sudah 
bekerja selama tiga bulan 
terakhir. Anggaran Pilkades 
yang bersumber dari APBD 
Kabupaten Karawang, be
lum juga turun.

Diketahui, hal ini meru- 
p ak an  hal b ia sa  da lam  
penyelenggaran Pilkades. 
Setiap tahun, panitia sebelas 
bekerja tanpa anggaran. Un
tuk m em enuhi kebutuhan 
operasional mereka seha- 
ri-hari. Tak jarang, mereka 
m encari dana talang dari 
pihak ke tiga.

Seperti diungkapkan Ketua 
Panitia Pilkades Cilama- 
ya, Dida Rayendra. Selama 
masa persiapan awal. Panitia 
Pilkades bergerak dengan 
m enggunakan  anggaran  
seadanya yang bersumber 
dari dana talang. Mulia dari 
pembentukan, pelantikan, 
hingga perencanaan . Di- 
lakukan tanpa anggaran dari 
kabupaten.

Sesuai jadwal, sebut Dida, 
a n g g a ra n  APBD u n tu k  
Pilkades 177 desa harusnya 
turun di pertengahan bu 
lan Februari 2021 nanti. Itu 
pun, tidak mengcover selu- 
ruh anggaran kebutuhan ril

dalam pelaksanan kegiatan 
Pilkades.

"Anggaran Pilkades dari 
Pemda untuk Desa Cilamaya 
R p .144 jutaan. Sedangkan 
kebutuhan ril pelaksanaan 
Pilkades dengan jumlah hak 
pilih ham pir 10 ribu jiwa, 
sebanyak Rp. 249 jutaan," 
ungkap Dida, kepada KBE, 
Rabu, (9/1) kemarin.

Dida bilang, sesuai aturan 
yang tertuang dalam  Per
bup nomor 64 tahun 2020 
ten tang  Pilkades. Panitia 
dilarang m em ungut uang 
pendaftaran dari calon kades 
yang akan bertarung.

Ada pun  un tuk  m enut- 
upi kekurangan anggaran 
itu. Dida mengaku sudah 
b e rk o o rd in a s i  d e n g a n  
BPD dan Pemerintah Desa 
Cilamaya. Untuk mengguna
kan anggaran APBDes dari 
pengelolaan tanah bengkok 
desa.

"Kita sudah kom itm en. 
Tidak akan memungut uang 
p e n d a fta ra n  d ari ca lon  
kades," tandasnya.

Hal serupa juga dirasa- 
kan Panitia Pilkades Raw- 
agem pol Wetan (Rawet), 
Kecamatan Cilamaya Wetan. 
Besarnya biaya awal ope
rasional Panitia Pilkades. 
Harus ditanggung udunan 
antar panitia sebelas sebagai 
dana talang.

Ketua P anitia P ilkades 
Rawet, Daday Abi Darda me- 
nuturkan, sejauh ini, panitia 
Pilkades Rawet bertahan  
dengan dana APBDes yang 
sudah d ikeluarkan lebih 
awal.

Untuk anggaran yang ber
sum ber dari APBD, sebut 
Daday, Desa Rawet m en
dapat jatah Rp. 105 jutaan. 
S e d a n g k a n  k e b u tu h a n  
ril pelaksanaan  Pilkades 
p erten g ah an  M aret 2021 
n a n ti.  S eb esa r Rp. 135 
jutaan.

"Jadi yang kekurangan Rp. 
30 jutaan itu akan ditang

gung dari APBDes. Sesuai 
aturan, tidak boleh kita pun- 
gut calon kades yang mau 
bertarung," kata Daday.

Kasie Pem erintahan Ke
camatan Cilamaya Wetan, 
N u rh asan  m en g a tak an , 
se lu ru h  p an itia  sebe las 
di K ecam atan C ilam aya 
Wetan sudah sepakat. Un
tuk tidak memungut uang 
pendaftaran kepada calon 
kades. Meski pun, anggaran 
yang digelontorkan Peda 
Karawang terhitung masih 
sangat minim.

N u rh asan  b ilang , m e- 
kanism e pencairan  dana 
Pilkades dari APBD yang 
selalu terlambat. Kerap kali 
menimbulkan persoalan di 
bawah. Terlebih, bagi desa 
yang tak m em iliki tanah  
bengkok ada APBDes yang 
m em adai untuk m enutup 
kebutuhan panitia.

Tak jarang, kara Nurhasan, 
ketika panitia sebelas minta 
anggaran ke BPD. Tapi di 
desa ternyata tidak ada ang
garan. Tak jarang itu m en
imbulkan konflik di internal 
desa.

“Kalau p u n  m endesak, 
terpaksa pakai dana talang 
pihak ke tiga. Tapi panitia 
rugi. Biasanya itu ada bung- 
anya,” ujar Nurhasan.

“Dalam aturan boleh minta 
pada pihak  ke tiga. Tapi 
sam pai sejauh ini, pihak 
swasta belum ada yang mau 
mendanai Pilkades. Karena 
dianggap tidak ada untungn- 
ya bagi mereka," tandasnya.

Nurhasan berharap, u n 
tuk pelaksanaan Pilkades 
serentak selanjutnya. Ketika 
seluruh panitia Pilkades di
lantik. Saat itu juga, Pemda 
Karawang menggelontorkan 
anggaran APBD. Agar kerja 
mereka lebih maksimal.

"Kalau anggarannya d i
gelontorkan di awal, tidak 
perlu lagi ada istilah dana 
talang," pungkasnya. (bbs/ 
wyd/mhs)


